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PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.TKI

S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masalleng, 08 Agustus 1983,

agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Lingkungan
Masalleng, Kelurahan Takalar, Kecamatan
Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masalleng, 02 Januari 1981,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Lingkungan Masalleng, Kelurahan Takalar,
Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten

Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Jumat
tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.TkI
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2003 Penggugat dan tergugat

melangsungkan pernikahan di Lingkungan Masalleng Kelurahan Takalar
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Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa
kutipan Akta Nikah Nomor. 12 /12 /1/ 2003 tanggal 27 Januari 2003
Bahwa setelah Akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama
sebagai suami istri di Lingkungan Masalleng Kel. Takalar Kec.
Mappakasunggu Kab. Takalar Kurang lebih 17 tahun dua bulan dan terakhir
penggugat dan terguga kerumah Orang tua tergugat kurang lebih 1 tahun
satu bulan lamanya;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan bersama
penggugat; serta telah di karuniai empat orang anak 1. Resky Amalia Putri
2. Ritky Amalsah Putra 3. Trisaqty Okayah 4. Muhammad Akbar
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya
rukun tetapi sejak bulan Juni 2008 penggugat dan tergugat sudah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena tergugat
kawin lagi tanpa ada izin dari penggugat serta mengakibatkan hubungan
penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis ;
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan
karena :
e Tergugat sering Melakukan kekerasan Rumah tangga (KDRT) serta
minum minuman keras
e Sudah tiga kali menikah tanpa izin dari penggugat
e Tergugat tidak betah dirumah dan sering marah-marah dangan alasan
yang tidak jelas
e Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan Nafkah
Lahir dan Batin
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat
terjadi pada bulan Nopember 2019 sehingga penggugat dan tergugat pisah
tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih satu
tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi
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persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah
berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar panetera
Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan
tergugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini sesui ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 9 Februari 2021 yang
dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasa yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.TkI,
tanggal 9 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang,
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan
Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Menyatakan Permohonan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp360000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu );
Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16

Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H., oleh Adhayani
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Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai ketua majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin,
S.H.l. dan Sulton Nul Arifin, S.H.l. masing-masing sebagai hakim anggota pada
hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Taufig Hasyim, S. Ag., MH., panitera pengganti, dengan
dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Sulton Nul Arifin, S.H.1.
Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S. Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 240.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar
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H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.
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